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ABSTRAK : - bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung khususnya pada industri pionir

CATATAN :

guna mendorong pertumbuhan ekonomi perlu mengganti Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 130/PMK.011/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 192/PMK.011/2014, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 133, TLN No.
4893); UU No. 25 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 67, TLN No. 4724); PP No. 94 Tahun
2010 (LN Tahun 2010 No. 161, TLN No. 5183);

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Industri Pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan
eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi
perekonomian nasional.

Kepada Wajib Pajak badan yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan
Industri Pionir dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal dan Pasal 29
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena
Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh dari kegiatan utama usaha yang merupakan Industri Pionir.

Kegiatan utama usaha adalah kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin
prinsip dan/ atau izin usaha Wajib Pajak pada saat pengajuan, permohonan pengurangan
Pajak Penghasilan badan termasuk perubahan dan perluasannya sepanjang termasuk
dalam kriteria Industri Pionir.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Usulan pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan dari
Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri
Keuangan sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini, yang belum diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian
fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan atau disampaikan
pemberitahuan secara tertulis mengertai penolakan, dilakukan pemrosesan berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan 192/PMK.011/2014. Menteri Keuangan Nomor

2. Wajib Pajak badan yang telah mendapatkan dan/atau memanfaatkan fasilitas
pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014, tetap dapat memanfaatkan fasilitas dimaksud sampai
dengan berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pembebasan atau pengurangan
Pajak Penghasilan badan dimaksud.



- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
192/PMK.011/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2015.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2015 dan diundangkan pada
tanggal 18 Agustus 2015.



